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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka 
besaran tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses 
bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 
Anggota DPRD, serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua 
DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42 Tahun 
2017 ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tenta ng Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 ten tang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 42); 

12 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Pera turan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan g 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan g 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentan g 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 201 6 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Ka bupaten 
Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daera h 
Kabupaten Bondowoso Nomor 4); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan da n 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13); 
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19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 42 Tahun 2017 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Ka bu paten 
Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 201 7 
Nomor 43); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BONDOWOSO NO MOR 42 TAHUN 2017 TENTANG 
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BONDOWOSO NO MOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK 
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

PasalI 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 
42 Tahun 2017 ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso 
Tahun 2017 Nomor 43) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 

(1) Perhitungan kemampuan keuangan Daerah dilakukan 
oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagai dasar 
penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah. 

(2) Hasil perhitungan Tim Anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah 
Tahun 2018 sebesar Rp. 389.514.232.702,13 (tiga ratus 
delapan puluh sembilan milyar lima ratus empat belas 
juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua koma 
tiga belas rupiah) dengan rincian perhitungan sebagai 
berikut: 
a. 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Rp. 177.025.949.242, 13 (seratutus tujuh puluh 
tujuh milyar dua puluh lima juta sembilan ratus 
empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh 
dua koma tiga belas rupiah); 
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2. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak 
Rp. 71.334.375.370,00 (tujuh puluh satu milyar 
tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh 
puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah); 

3. Dana Alokasi Umum (DAU) 
Rp. 926.596.442.000,00 (sembilan ratus dua puluh 
enam milyar lima ratus sembilan puluh enam juta 
em pat ratus em pat puluh dua ribu rupiah). 

Jumlah Pendapatan Rp. l.174 .956.766.612,13 
(satu triliun seratus tujuh puluh empat milyar 
sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus 
enam puluh enam ribu enam ratus dua belas koma 
tiga belas rupiah) 

b. 1. Belanja Gaji dan Tunjangan 
Rp. 612.030.571.477,00 (enam ratus dua belas 
milyar tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh satu 
ribu em pat ratus tujuh puluh tujuh rupiah). 

2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS Daerah 
Rp. l 73.411.962.433,00 (seratus tujuh puluh tiga 
milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus 
enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga 
rupiah). 

2. Ketetuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk 
Tahun 2018 adalah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima 
ratus ribu rupiah) setiap bulan. 

(2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk Tahun 2018 adalah 
Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per 
kegiatan reses per orang. 

(3) Besaran DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
huruf b untuk Tahun 2018 adalah: 
a. Ketua DPRD : Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat 

ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan 
b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 4.200.000,- (empat juta dua 

ratus ribu rupiah) 
(4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diberikan setiap melaksanakan reses. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal 

l AMIN SAID HUSNI o/-
Diundangkan di Bondowoso 
pada tanggal 

HIDAYAT 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 
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